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PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG
Menimbang  : a. bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau
Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak
tercapainya target penerimaan dacrah  vang  ditetapkan/terjadi
kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum
APBD  serta Strategi dan Prionitas APBD  telah  dilakukan
perubahan dan telah disepakati pada tanggal 20 Oktober 2005 ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada diatas, perlu
dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah -

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah  Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) -

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048)
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Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-Undang
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\/ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73, [ambahan
Lembaran Negara Nomor 3851 ) :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

“{Emham" Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan | .embaran
Negara Nomor 4286 )2

Udang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusywaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355 )

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan Negara ( Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan LLembaran Negara Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4493);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana lf:laI;
diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 84 Tahun
2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4165);

14. Peraturan Pemerintah
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4. Peraturan  Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaaan  dan Pertanggung  jawaban  Keuangan Dacrah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022):

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 4024);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertangpungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
KReuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (L.embaran

Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4038);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Dacrah (L.embaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
[L.embaran Negara Nomor 4039);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4540) ¢

21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan
Dacrah;

29 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

VMEMUTUSKAN
Mt:m:mpkan ; PERATURAN DAFRAH TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005.
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Anggaran Pendapatan dan B
berjumlah
. .F'n{'i_l,?Hi,1lﬂl}.~5chingﬂa
nncian sebagai berikug -

secmula
Rp.7.

l.

2.

3.

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah scbagaimana dimaksud dalam‘ ‘Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Dacrah ini yang terdin dan :

.

L.

3.

W‘*—Iﬂ"t.h.h-

Pendapatan

a. Semula
b. Bertambah

Pasal |

elanja Dacrah Tahun Anggaran 2005

Rp.205.326.485.000.-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Belanja

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Defisit setelah Perubahan

Pembiayaan :

a. Penenmaan
1 )Semula

2)Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penenmaan sctelah Perubahan

b. Pengeluaran
1)Semula
2)Berkurang

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 17.503.837.000.-

[Lampiran |
Lampiran 1l

Lampiran Il

[ ampiran [V
Lampiran V
[ ampiran Vi
[ampiran VII
Lampiran VIII

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah:

Rincian Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

Daftar Rekapitulast Perubahan APBD Menurut

menjadi  Rp.212.630.270.000,- dengan

Rp
Rp

bertambah  sejumlah

178.326.485.000,-
. 7.303.785.000.-

Rp

Rp
Rp

185.630.270.000,-

1195.235.853.000.-
~7.898.254.000.-

Rp

.203.134.107.000,-

Rp.(17.503.837.000,-)

Rp

.27.000.000.000,-
Rp.

U-n-'

Rp

Rp.

Rp

. 27.000.000.000,-

10.090.632.000,-
594.469.000.-

9.496.163.000.-

Bidang Pcmerintahan

Perangkat Daerah;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Investasi ( Penyertaan ) Daerah :

Daftar Dana Cadangan ;

Daftar Utang atau Pinjamanan Daerah dan -
Neraca Daerah Tahun Anggaran yang laly,

dan Unit Organisas;i

Pasal 3 ... ..
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Pasal 3

| ;
b”m'lplran Idmp"ﬂ" ”“*ML-'Ilnnm dimaksud dalam Pasal 2 mLFUPJL““

agian vang udak tlerpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

":‘- bagai  landasan operasional  pelaksanaan, Walikota menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah,

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  supaya  setiap  orang  mengetahuinya, ~memerintahkan

pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya  dalam
Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di  Magelang
pada tanggal 15 HNepewDar Z005

WALIKOTA MAGELANG

224

H. FAHRIYANTO %

~undangkan di Magelang
reda tanggal 16 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

r’\

Drs. H. SULAEMAN HASAN

Pembina Utama Muda
NIP 010 171 298

-EMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

SHUN 2005 NOMOR 19
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Scanned by TapScanner



